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ABSTRAK

Implementast dan pegangian ekstradis antara Indonesia-Singapura yanu bertujuan
untuk pengembalian para buronan kemuptor vang melarkan din ke negara
Singapura. Adapun int darn perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura
mengambil tempat pada pemusatan pemberantasan tindak pidana korups: vang
secara intemasional lelah dikategorkan schagar sebuah kejahatan internasional,
vakni dalam konvenst PBE Anti Korupst Tabun 2003 {Dnited Nation Converntion
Against Corruption). Sebagat tindak lanjut dari kewajiban mternasional terscbut,
maka  dalam  kesepakatan organisast regional pegars-negara Asia Tenggara
(ASEAN] telah secara hersama-sama mendeklarasikan din bersepakat untuk
mermnekatkan  efekiiftas  lembags penegak hukwm cdan para phak dalae
pencesahan, penyvidikan, penuntutan, dan vang berhubungan dengan penanganam
perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah
pidana, dengan menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah TMidana (Freans on Muiual Lepal Assistanco i Criminad Watters). [
dalam skripsi na penulis membabas mengenal ctektifitas peranjian ckstradisi
antara Indonesia dan Smgapura serta implementasinya dalam penberaniasan
tindak pidana korupsit. Untek mengetahon hal tersebut diatas, maka penulis
merumuskan dalun tiga permasalaban vaitu implementasi terhadap perjangian
ekstradisi antara Indonesia-Singapurs dalam memberantas tindak pidana korupsio
hambatan-bambatan - dalam implementast perjanjian eksiradis)  Drulonesis
Singapura <dalam memberantas korupsi sebagm kejabatan transnasionsl scears
nasional, serta upaya pemerintabl memzksimalken ungsi dan manfaar dar
pefjanjizn  ekstradisi tersebut dalam usaha pemberantasan korupst  sebagu
kejahatzn transnasional, Metode penelition yang penulis gunakan adalah metode
penelitian hukum normatif, dalam penelitian m menggunakan bahan hukue
primer dan baban hukuny sckunder, Adapun kesimpulannye adalsh bakwa
perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura pada saat inl perjanjian tersebut
Lelum  efektf kerena banyakave hambatan-hambatan  didalam  menjalankan
perjanjiim tersebut diantaranys perbedaon sistem hukwim aotara kedoa negara,
adanva  perjanjian  lain yang  mengikutt  pejanjian ckstradisi dan belum
diratifikasinya peganjion ekstradisi tersebul. Upava yang dapat ditempuh oleh
pernerintab [ndonesia vaitu segers meratihkas perpanpian lersebut dan melengkapi
perjanjian ekstradist tersebut dengan perangkat hukum laiony: waitu perjanjian
tentany Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana {(Musin! Legal Asissience
freainy).
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PENDAHULUAN

AL, Latar Belalkang

Suatn fenomena sosial vang dinamakan korupsi atawe vang lebih dikenal
dengan istilah = Wiite Collar Crime "' merupakan realitas pedlaky imanusia dalam
interaksi sosial vang dianggap menyvimpang, serte membahayvakan masyvarakat dan
nezara. Oleh karena itw, perilaky tersebut dalam segala bentul dicela aleh
masyarakat, bahkan termasuk oleh para korupter ttu sendin sesum dengan
ungkapan “foruptor weriak karipior” ® Di dalam politik hukum pidana Indenesia,
kerupsi ity babkan diznpgap sebagai suatu bentuk tindak pdana yang pech
didekati secara khuses dan diancam dengan pidana vang cukup berat,

Sehap newsr mempunyal wjuon yvang ingin dicapai secara wmem berupa
kesepahieraon bam warpa negara masyorakatnya, Dalam rangka mewuajudian
tujuan lersebul, suatu negara melaksanskan pembaogunan di berbagai bidang

dengan memerlukan dukungan dana cukup besar vang bersumber dan keuangan

[srlah "adeite collze crinve” pertamn kalt dikemekakon oleh Edwan H. sutherland dalam
pidatoayn di depan Awsierfopn Sociadopica Socicie paile s 19390 Edwin H. Suailsestand
menrmeskannyn sabagat “erike conmiied by persoay of resgecrahilite ond ak seckid setus o
e goerre of thelr ocorpofion” Tkegahatan saeg dilakukan olelv orang-orang yvang memiliki
hedudukan sostl vang lebiltinggi dan erhorment dalam pekerjannnva),

' Flwi Danil, Pesghamon Komsepioad Teawong Wakag Korgpst, Fakulms Hukom
Universies Andalas, Fadang, 2063 Tal. ]



pegara vang tersedia sangat mempengsruhi keberhasilan suatn negara dalam
mencapal t1|_iu:1nn}ff.

Disadan bahwa dalam penvelengearaan negara don pemerintahan telah
terjadi penvalabpunaan, penyimpangan keuangan negara yang menguntunglan
atau memperkaya oknum ferlentu alau sekelompok lertentu dalmm bentuk korupset
vang tidak hanva melibatkan dao atou dilakukan oleh penvelenpeara dengan para
pengusans dan alaw dengan pihak lain vang skibatova dapat mervsak sendi-sendi
kehidupan benmasyarakat, berbangsa dan  bemegara  serta membabayakan
ehsistenst '“-3.'::"“'*1_.- kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internastonal
telah  terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum  nasional
terthadap kejabatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum
tersebut pada umumoya tidak akan menjadi kenyataao jika tidak ada perjanjian
bilateral atau muoltilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atou dalam
kerjasama penvidikan peruntutan dan peradilan’,

Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat muotlak karena tanpa ada

perfanjian itepun kerjasama penepakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan

*Rrosur Penyulubam  HukwaPencrangan Hukum,  Progrom Peningkatin Kesidaran
Husum dan Hadsd Tahun 2005, Kejaksain Tingee Sumbar, bl

"ihied

“Fomli Almasasmin, " Perdive Poebodonr UU Noiewe [ polioe D975 rensanrg Esiradizi
Fogjiksian Apung KL Jakaria, 2007 hal |



asas resiprositas (timbal balik)', Adanya Undang-undang Nomaor 1 Tohun 1979
tentang Eksiradisi maka Indonesia telah memiliki aturan hukom oasional lenfang
ehestradis,

Permehonan perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Smgapura sehenamya
telah lama terjadi semenjak era kepresidenan Seekamo maupun Socharto. Keisis
monecter vang menghantam Indonesia pada tahun 1997 tidak hanva menoerchkan
sgjarah ambruknya schuah rexim, juga teloh memporskporandokon  pomdas
perhankan nasional. Tak hanva bank kelas menengah vang pgoyah, bank-bank
papan atas pun kesulitan Lkuiditas akibat penankan dana nasabah secara besar-
besaran.

Dalam kondis: darurat imilah Bank Indonesiz akhimya mengucwkan dana
kepada 48 bank dengan total dana scbesar Rp.o 1589 u'jli}'un.'-' Danz untuk
mengatasi kesulican likoditas imlak vang lebih dikenal dengan stilah Bantuan
Likuidias Bank Indonesia (BLEI). Dana BLEIT inilah vang banyvak disalaheunakan

alel bank yang mempercleh buntuan lersebut, Pora Koruplor membawa dana

Axas resiprositas diar Juga dalam Undang-undang Xomor 1 tahon 1979 tentang
“kstradisn, Asas o mellpaan 3 Gnead hal saina (8 ada kepencinean polilid vang samh {eerias
Ekstrad 3, g tigad hal sainag (8 ada kepencinean polin® vang snm st
fireresr); (120 odo Reomiumgan v soslepdad aahvintapes), (30 ado wpuan vang samagmeried
roads), dan penghormaton ates asas vt sorvercigen” Implementas asas resiprositas ek
memerlukon 2wl perjaniian [esd) okan eetapl cokup dengan Carmanzement”  saja veng henvs
wilaky aras dogar “oa cese v cwe Deeeiy D Dlauk kelancaran pelaksanaan “avradiirensent int
Taeelak ! Clatak kelanc pelalsanaan gigenent™ in
diperlukan ketennwn vang menegaskan bahwa, prosedur “nor-treane hosed” dbbelebkan. dien
dizantumian di dalnm wndan=-undang pavange elzmadea dan hantuan umbal balik dalam masalal

= £ it} dr
prdani,
" bajalab EKBLE ELES powsisipangandne dhelu ) Jakara, edisi juli 2007, hal, 10
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BLEI tersebut dan melarikan dici heserla psetnya ke negara Singapurs seperti
terdakwa kasus BLBI Bank Bira Agus Aowar dun yane Iainnya, dimana negara
tersebut merupakan surpanve para Koruptor vang tidak bhisa disentubh oleh
pemenntah Indonesia dikarenakan tidak sdonve peganjian internasional antara
kedua negara tersebul terutaima perjajian ekstradisi®

Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian yang sudah lama dicita-citakan
pemerintah Indonesia. Beberapa korupter Indonesta yang melarikan vang Bantuan
Likuiditas Bank Indenesia (BLBD bersembunyvi dan memarkirkan dananva di
Singapura. Dengan peanjian ekstradist mi diharapkon mercka dapat ditangkap
dan diproses scearn hukum, Pemunpian ekstradisi tersebut legadi karens adonya
keinginan dari pemenntzh  Indencsia wpivk  memberantas korupsi sebaga
kejahatan trans-nasional,

Akhimya tanggal 27 Agpril 2007 merupakon tanggzal bersejarah bagi
Indonesia dan Singapura. Portama kali dalam sejarah, setelah melslui perjuangan
vang panjang dan melelahkan yang juga sempat mewarnm  maju-mundurnya
hubunpgan kedua Negara, bertempat di 1stana Tampak Saring perjanjian Ekstradisi

[ndonesia — Singapura ditandatangzant oleh kedua Negara ™

*owewskickondy, metrorvnews com diabses apda mnggal 23 Desember 2008, pukul 12,55

* hittps wewewebalipest pom . dinkses poda tnggal 23 Desember 2008, pukul 13,50



BARTY
PENUTUP
A, Kesimpulan
Berdusarkan wratan yang telah dipgparkan pada bab sebelwmnya dalam
skripsi 1nd, maka dapt diambi] kesimpelan sebagai bertkut
L. Ekstradisi adalah penverahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan
perjanjlan ckstradisi yang diadakan sebelumayva ataw berdusarkan prinsip
timbal balik, atas seorang vang ditwduh melakukan tindak pidana kejahatan
(tersangka, tertuduh, terdakwa) ataw atas seorang yang telah dijoluhi hukuman
atas  kejabatan vang dilokekanoya (techukum,  terpidang), oleh negasa
tempatiya melarikan dent atau berada atau bersembunyi, kepada negara vang
memiliki vurisdikst untuk mengadili ataw menghukumpya, alas permintaan
dart negara tersebut dengan bouan untuk mengadsl: - atae melaksanakan
hukumarnya. Perjangion ekstradist antara [Indonesta dengan  Singapura
mencakup 31 jenis kejahatan yang mengacu pada Undang-undang Nomor |
tahun 1979 tentang Ekstradisi. Bentuk kejahatan vang dopat dicksiradis
mencakup pembunuban, perkosaan, korupst, pencucian uang, pembajokan
pesawat, penanganan lerons, souap dan hal-hal lan vang berhubungan denpan
korupsi. Aturan tersebut berlaku sweer 15 abun dan tersangka belum
berpindeh kewarss-negarasn. Untuk mengajukan ekstradist, Indenesia haras
nmelengkapi dengan buksi-bukti yang koar. Meski sudah dipidana peagadilzn,
bukti-bukti harus dilampirkan sebagal bahan bagt pengadilan Singapura
menetapkan ekstradisi, Sampai saal ou perjanjian ekslradist antary Indonesia
dengan Singapura belum berjalan  dikarenakan belum  disahkan  atau
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dirmtifikest  diksrenakan  adanya beberapa hal  yang  menghambat
diratifikastkannya perjogion ekstradisi oleh Indonesia, pertoma,  adacya
perbedasn sistem hukwm antara Indonesta vang menganu: sistem hukum
erppa continental sedangkan Singapura vang menganut sistem hukum angla
saxon. Kedoa adanva perjanjian lain yang mengikutt perjainjian ekstradisi
tersebut  waite pemanyiom mengensi  perahanan atan DCA (Defence
Cagperation Agreementy. Perjanjian tersebut tidak  memiliki hubungan
dengan peranjian  ckstradist, seharesoya pepanjlan ekstradisi tersebut
dilengkapt dengan  perjamjian Tainkal Babk atauw MLTA (Wutisal Legal
Asisstence Treary) vang mand perjanjlan tersebut sangat menunjang atau
membaniu proses pengembalian para tersangka vang akan diekstradisi.

Perjanjian  chkstradisi antara Indonesiz dan Singapura terdapat beberapa
hombatan yang dapat menghambat jalannya perjanjian ekstradiss tersebu,
Diantaranya vaitu mengenal perbedasn sistem hukum dimana darl nepar
Sinuapura memakal sisteny hokuwin Comnan Law (daglo Seeon) dan dar
Indonesia memakatl sistem hukom Evepa Conrineniad dimana sistem Anglo-
Saxon mengambil sumber huokom dart putesan pengadilan sebelumnya dar
juga keblasaan sementard sumber hukum dalam sistem Evspe Conrinenval

berasal dar undang-undang ataw kodifikasi, Dhalam sistem Anglo-Secon,

o
pengadilan memiliki kuasa penueh terhadap keputusan hukum termasuk
menolak permohonan ekstradis! atau membatalkan putusan mengesktradisi,
mesks memilikt perjanpian ekstradist dengan negara lan, adanya perjagian
lain yang mengikwti  perjanjan ekstradist  vaitu  perjanjian mengenal

pertahanan atau DCA (Defence Cooperation Ageeenent) yang isinya banyak

]
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merugikan bangsa Indonesia selain it perjanjian tersebut GHdak memiliki

keterkaitan dengan perjanjian ekstradisi dan belum divatifikasinva perjaniian

ckstradisi terschut, schingga dapat ditarik kesimpuian bahwsa perjanjian

ekstradist tersebut belum etekitf untuk szat selaarang, dan perjanjian ekstradisi

il akan lebih elekul uniuk dikemudian karl.

Upaya pemerintab dalam pelaksepasn perjanjian ekstradisi dalany rangka

pemberantasan tindak pidana korupse vaitu

&

Meratifikast perjanjian ckstradist antara Indoresia dan Singapura

Dengan meratifikos perjanjion ekstradisi tersebut schagaimana yang telah
diatur pasal 1 ayat (2) undang-undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, Pada dassmys perjanjian vang telab ditandatangan: oleh
para pihak secars tidak lavgsung telah mengikal kedun belah prhak
terscbut,  letapt i dalam hukwm  oternasional  bahwa  perunjian
miernaswmal depat mengikal tdak banya melalu pensndatanganan saja
tetapl harus di ratifikast ke dalam bentok Undang-Undang dani negara
wedua belah pihak dimana disini antara Indonesiz dan Singapura.
melengkapi perjanjian ekstradisi dengan perangkat hukom lainnya
Perjanjion ekstradisi belum dikatakan sempurna kolau tidek ditkuti dengan
perjanjian MLTA (Muwoa! Legal Astsstence Treary) man pedaniian Timbal
Balik. Pada dasarmya perjanjian ekstradisi hanya bergun: ataw berlfungsi
untuk mengembalikan pelaku kejuhatan atau tersangka korapsi, dan untok
penpembalian asel yang dibowanya bharos mengounukan sistem vang diatar
dalam MLTA (Ml Lega! Asisstence Treeatv) tersebut. Dimana dalam

perjanjian Tumbal Bahk tersebut, Indonesiz dapat melakukan kerja sama

G2



dengan Sigapura dalam melakukan penvelidikan terhadap aset vang
dibawa oleh para tersangka korupsi ke negara Singapura,
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penclitian dan pembaliasan pada bab-bab sebelumnva,
maka penulis mengaukan sarim-saran schagai bevikur
1. Pemerintah haruslah serius didalam membersntas tindak pidana kerupsi dan

Ldak  tebang pilih didalam membasnn korupsi vang telah menjamuar i

Indonesia.

2. Memperbaiki Pelaksanaan hukom di Indonesia serta pola penegakan bukuwm,
serta mengefekitfkan pelakssmaan undang-undang anti kerupsi di dalam
neger,

3. DPR agor tidak segera meratifikasi perjanjisn ckstradisi serta DCA [(Defence

Cooperarion Agreement) atau perjanjian mengenai pertabanan sccara tandem.
DCA (Defence Cooperation Agreemeni) jelas-jelas merugikan Indonesia,
harus ada pengkayian vlang terhadap pasal-pasal yang tercantum i dalam
kesepakatan imi secura terpening dan jelas

4. Balab sam cara agar peranjian Ekstradisi terschul dapal dilaksanakan
sepenuhnya yaitu dengan cary meratifisastkannya, tetapl sebelum melakukan
ratifikasi pemerintah haruslah berhati-hat dan mempelajan deafl perjaniian
tersebut terlebily dabwlu, dan udak merattikas: pesjangian DCA (Defence

Coaperation dpreement) secara hersamauan dengan pegjanjian Ekstradisi
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